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bahr.r'a untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan proses
pernbel4jaran Program Pendidikan Nonforrnal dan Informal {PNFI),
dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a,_perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tentang lzin
Operasional Pusat Kegiatan Belqiar Masyarakat PKBM MUTIARA;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telal. diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2A}4 Tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 195O;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 ?ahun 2013 tentang Perubatran atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OOS Tentang Standar Nasional
Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 T*rlurr 2OO8 tentang Wajib Belajar
Pendidikan Dasar;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ZOLO tentang Perangkat
Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2OA7 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal dan informal;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2OA7 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2AL7 tentang Ijasah dan Sertifikat
Hasil Ujian Nasional;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Periainan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

1   1.

2.

3.

４

　

　

５

６

　

　

７

８

　

９

０

　

１

　

２

13.

Meaimbang ; a.

5711/12/2019



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Nallla PKBM
Berdiri Saak
Pcngc101a
Al劉mat

Izin Operasional
beroperasionai.

‐
F:織罵麟機酵:ざ:篇拠慧
15.鷺
Ittl∬ぶ:電ittξ翼聰盤塩
Pintll Kabupatcn Pelnralallg.

MEMUTusKAN:
KEPUTusAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU sATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN
OPERAS10NAL PUsAT KEGIATAN BELttAR MASYARAKAT PKBM
MUTIARA DI KABUPATEN PEMALANG

Mclllberikan lzin opcrasiOnal Pusat Kcgiatt Belttar NIlasyarよ at(PKBM)
kepada〔

PKBM“MuTIARA"
20 Agustus 2015
Tasriah,A.Md

瀧∫臨軒急鷺盈嶽F2R3/.01 Desa BodcL
ini  berlaku  selallla  lcmbaga  tcrscbut  masih

Pengetola/ Penanggungj awab PKBM berkewajiban :1- Mengelola / Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku ;2 ._Mengelola / Menyelenggarakan pembelqiaran sesuai dengan acuan/ kurikulum pembel4jaran;
3. Melakukan monitoring keseluruhal kegiatan "yang dilaksanakan
beserta manajemen kelem bagaannlra;
4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan 3rang diselenggarakannya;5. Membuat laporan awal, perkembangan dem-akhir.
Keputusan ini clisampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
I{al-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan/amu bertentangan
dengan ketentuan lain dalam penyelenggaraan kegiatan, maka pr_isat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) -trerpedomair pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dan akan cliadakanperbaikan sebagaimana mestnya apiolta dikemudian hari terdapat
kekelirua.n.

Di∝ねpkan di :Pemalang
pada tanttal  1 18 Dcsembcr 2019

An、 BUPATI PEMALANG
Plt.KEPALA DINAS
PELAYANAN
KAB

ASISTEN

Dr. Ir. D ARI

NIP.196601

Tembusal■ i

l.Bupati Pcrndang;
2.Kepala Dilias Pcndidikan dan Kcbudayaan Kabupaten Pcll■

〔dang;
3.Arsip.
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